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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun ada orang yang tidak pernah memiliki tanah, tanah merupakan
kebutuhan yang diperjuangkan oleh setiap orang. Setelah itu, mereka akan
mempertahankannya apa pun yang terjadi. Tanah dapat dimiliki oleh setiap orang,
sekelompok orang, atau badan hukum. Tanah pada akhirnya dapat menjadi aset
perusahaan, warisan, atau bahkan benda suci. Jelaslah bahwa tanah memiliki nilai
ekonomi, semakin besar kebutuhan dan permintaan terhadap tanah, maka semakin

tinggi pula nilainya, sengketa tanah tidak dapat dihindari.!

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan
manusia. Karena keterbatasannya, maka sulit untuk menemukan solusi atas
permasalahan pengadaan tanah guna memenuhi kebutuhan tersebut. Tanah
memiliki tujuan sosial, dan penggunaannya harus meningkatkan kesejahteraan

manusia.

Tentang UUPA, atau Undang-Undang Pokok Agraria. Istilah "agraria"
dan "hukum" memiliki pengertian yang cukup luas. Bumi, laut, dan ruang angkasa
beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semuanya dianggap sebagai
agraria (Pasal 1 ayat (2).> Bukti kepemilikan atas sebidang tanah harus disertai

dengan bukti kepemilikan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal

! Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan Adat, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 3

2 Rahmat Ramdhani, dasar-dasar hukum Agraria, Cv Pusataka Prima, Medan, 2019 hlm 2.



32 ayat (1) PP 24/1997, sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah.
Melalui prosedur pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
menerbitkan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah; oleh karena itu, jika
sebidang tanah tidak terdaftar, maka tanah tersebut tidak memiliki sertifikat.
Agar data pertanahan dapat diakses secara lengkap dan menyeluruh, maka
setiap bidang tanah Indonesia harus telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semua pihak, baik penduduk, instansi
pemerintah, maupun orang pribadi, pasti akan memperoleh keuntungan dari
pendaftaran tersebut, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan hukum atau
mengadakan hubungan hukum atas suatu bidang tanah. Sebagai instansi yang
berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah, Kabupaten/Kota mulai
melaksanakan pendaftaran tanah sejak tahun 1961 karena pemerintah, khususnya
Kantor Pertanahan dalam hal ini, telah mencabut dan membatalkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Agar data
pertanahan dapat diakses secara lengkap dan menyeluruh, maka setiap bidang tanah
Indonesia harus telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Semua pihak, baik penduduk, instansi pemerintah, maupun orang
pribadi, pasti akan memperoleh keuntungan dari pendaftaran tersebut, khususnya
mereka yang akan melakukan kegiatan hukum atau mengadakan hubungan hukum
atas suatu bidang tanah. Sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan
pendaftaran tanah, Kabupaten/Kota mulai melaksanakan pendaftaran tanah sejak

tahun 1961 karena pemerintah, khususnya KantorPertanahan dalam hal ini,



telah mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997 memuat batasan teknis
sertifikat yang berlandaskan pada PP Nomor 10 Tahun 1961 yang mendefinisikan
sertifikat adalah fotokopi buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan
diberi sampul.?

Jadi betapa pentingnya kita melakukan pendaftaran tanah agar tidak
terjadinya permasalahan sengekta tanah pada waktu yang akan datang, karna di
Indonesia sendiri banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat sengketa tanah,
yang dimana banyak tanah yang belum didaftarkan secera resmi atau menjadi
sertifikat tanah, akan tetapi ada pula permasalahan yang sering terjadi akibat adanya
2 sertifikat kepemilikan tanah sama halnya dengan Putusan Nomor 5/Yur/Pdt/2018,
alat bukti hak yang terkuat adalah sertifikat hak yang diterbitkan pertama kali, dan
terdapat dua sertifikat atas tanah yang sama dengan dokumen yang sah. Karena hal
ini juga kita sebagai pemilik tanah harus mendapat pengakuan dari masyarakat
setempat, sehingga memberi legitimasi tambahan terhadap kepemilikan tersebut.

Hal ini sangat lah penting untuk menjaga dan menghindari konflik yang akan
terjadi kedepan. Tetapi aspek sosial hanya menjadi bukti tambahan untuk
kepemilikan atas tanah tersebut, dengan banyaknya sengketa pertanahan ini. Dengan
membentuk program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo, telah membuat pendaftaran tanah

3 Reda Manthovani, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm 24.



menjadi lebih sederhana.

Dengan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait
kepemilikan tanah, pemerintah berupaya mempercepat proses penerbitan Sertifikat
Tanah. Lewat PTSL masyarakat dapat mendaftarkan tanahnya dengan lebih mudah
dan cepat, dibandingkan dengan proses sertifikasi yang sebelumnya cenderung
rumit dan memakan waktu lama. Program ini dijalankan di seluruh Indonesia
dengan target menyelesaikan sertifikasi untuk jutaan bidang tanah. Berikut ini
adalah beberapa keuntungan dari program PTS:

1. Kepastian Hukum: Dokumen yang membuktikan kepemilikan sah
adalah sertifikat tanah.

2. Pengurangan Sengketa Tanah: Dengan sertifikat, diharapkan bisa
mengurangi konflik tanah.

3. Akses Terhadap Kredit Perbankan: Sertifikat tanah dapat digunakan
sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit usaha.

4. QGratis atau Biaya Ringan: Pemerintah menanggung sebagian besar
biaya, dan masyarakat hanya membayar administrasi tertentu yang
sudah diatur oleh pemerintah.

Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah,

dan pemerintah pusat juga turut serta dalam program ini. Hal ini sangat membantu
masyarakat dalam mendaftarkan tanah sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN)

dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi, semakin



dominasi oleh dokumen fisik dan proses manual, sering kali menghadapi berbagai
kendala seperti birokrasi yang lambat, risiko pemalsuan dokumen, dan biaya
administrasi yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia,
melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), telah memperkenalkan sertifikat elektronik sebagai bagian dari upaya
digitalisasi administrasi pertanahan.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penerapan sertifikat elektronik
juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hal ini mencakup kurangnya
pengetahuan tentang konsekuensi hukum penggunaan sertifikat elektronik sebagai
bukti kepemilikan tanah, kurangnya literasi digital di masyarakat, dan kurangnya
infrastruktur teknologi di beberapa tempat. Lebih jauh, ada diskusi berkelanjutan
tentang legalitas sertifikat elektronik, terutama dalam hal sengketa tanah yang
memerlukan pembuktian di pengadilan.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang SertifikatElektronik
merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan sertifikat elektronik.
Meskipun peraturan ini sudah mulai diimplementasikan, efektivitas dan tantangan
penerapannya di lapangan masih membutuhkan tinjauan lebih lanjut. Kekhawatiran
muncul atas kemampuan sistem untuk sepenuhnya menggantikan sertifikat fisik
serta perlindungan hukum yang ditawarkan kepada pemegang sertifikat elektronik
jika terjadi perselisihan.*

Sertifikat tanah, yang merupakan bukti kepemilikan tanah, adalah hasil akhir

4 Heriyanti, Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan
pertahanan Nasional (PERMEN ATR/BPN) NO 1 Tahun 2021 dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA, Volume No ,
Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 2023, hlm 20.



dari proses pendaftaran tanah. Akta otentik memuat sertifikasi elektronik, meskipun
dalam format elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan salah satu komponen
sertifikat elektronik. Istilah "tanda tangan" tidak pernah didefinisikan dalam asas
hukum Indonesia, meskipun memiliki dua tujuan mendasar: sebagai tanda identitas
penanda tangan dan persetujuan mereka terhadap tugas yang tercantum dalam akta.’
Dalam rangka memodernisasi layanan pertanahan, sektor pertanahan mulai
menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik. Dokumen yang dihasilkan kini
sudah dalam format elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik
ditandatangani oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021
yang menandai dimulainya kebijakan penerbitan sertifikat tanah secara elektronik.
Kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pengguna e-
sertifikat antara lain masih adanya ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap
keakuratan daa dalam sertifikat elektronik, kekhawatiran terhadap peretasan dan
kebocoran data, ketidakmampuan untuk  menggunakannya sebagai agunan
pinjaman bank, keraguan terhadap keandalan alat bukti pengadilan, dan
kecenderungan untuk memegang akta dalam bentuk kertas atau analog. Alhasil,
keinginan pemerintah untuk mengadopsi e-akta telah menimbulkan sejumlah
kekhawatiran publik.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji keabsahan hukum sertifikat hak
milik atas tanah dalam penelitian ini dengan berpedoman pada Peraturan

Agraria dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 sebagai

5 Arba H.M. , Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.



pedoman.®

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut peraturan
hukum yang berlaku di era digitalisasi, khususnya terkait “Hak Milik Atas Tanah
Dalam Era Digitalisasi (Studi Penggunaan Sertifikat Elektronik)”. Penerapan
sertifikat elektronik akan dikaji, berikut manfaat dan kekurangannya, dan
perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik terkait sengketa tanah
akan dikaji. Peserta dalam penelitian ini juga akan memperoleh informasi mengenai
signifikansi hukum sertifikat tanah elektronik dan kedudukannya menurut hukum
pendaftaran tanah Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan teori yuridis
normatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, masyarakat,

dan pihak terkait untuk lebih memahami dan menangani sertifikat elektronik.

A. Rumusan Masalah

1.  Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sertifikat elektronik
dibandingkan dengan sertifikat fisik?

2.  Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik dalam
mencegah sengketa di bidang pertanahan?

3. Bagaimana Perbandingan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di

Indonesia dan Negara Singapura di era digitalisasi?

® Yuzi Afif, Muhammad Afif Mahfud, “Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Hak
Milik Atas Tanah”, Unes Law Review, ( februari 2024 ), diakses melalui https: //review- unes.com/, 26

september 2024.



B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan sertifikat elektronik dalam sistem pertanahan di
Indonesia, termasuk mekanisme penerapannya, tantangan yang dihadapi,
dan respons dari berbagai pemangku kepentingan.

2.  Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sertifikat elektronik
dibandingkan dengan sertifikat fisik, baik dari segi keamanan, efisiensi,
aksesibilitas, maupun keabsahan hukum.

3.  Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang
sertifikat elektronik dalam kasus sengketa tanah, termasuk bagaimana

pengadilan memandang sertifikat elektronik sebagai alat bukti.

C. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi pada badan pengetahuan tentang digitalisasi hukum agraria,
khususnya terkait penggunaan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan
tanah. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum
pertanahan terkait inovasi digital dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan panduan kepada masyarakat, aparat hukum, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam menghadapi dan mengelola sertifikat elektronik,

termasuk prosedur pendaftaran, pemeliharaan, dan penyelesaian sengketa.



Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih
efektif dan efisien dalam penerapan sertifikat elektronik di bidang pertanahan.
Memberikan masukan bagi pengadilan dalam menilai bukti sertifikat elektronik

dalam kasus-kasus sengketa tanah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah meringkas permasalahan dalam tesis ini berdasarkan
keterbatasan ilmu, keterampilan, dan pengalamannya agar pembahasan tidak terlalu
luas dan menyimpang dari isi tesis. Maka ruang lingkup pada penulisan penelitian
ini hanya membahas mengenai Hak Milik Atas Tanah dalam Era Digitalisasi
(Studi Pengunaan Sertifikat Elektronik), Diharapkan penelitian ini akan

memberikan manfaat teoritis dan praktis.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan sejumlah hipotesis, seperti:

1. Teori Kepastian Hukum

Kejelasan, kestabilan, dan kepastian merupakan ciri-ciri kepastian hukum.
Keadilan dan kepastian erat kaitannya dengan hukum. Karena tindakan seseorang
harus dilandasi oleh penalaran yang logis, maka kepastian hukum menjadi pedoman
dalam bertindak. Hukum diterapkan sesuai dengan tujuannya karena hukum
bersifat jelas dan berkeadilan. Masyarakat merasa lebih aman jika ada kepastian
hukum karena setiap orang mengetahui hukum yang harus dipatuhi dan akibat dari

setiap tindakan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan
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menghindari ambiguitas yang dapat mengganggu kedamaian.’

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa diperlukan penerapan kepastian

hukum yang adil dan tepat. Keadilan dan kebahagiaan merupakan dua nilai yang

ingin dicapai oleh teori kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kepastian

hukum. Dua penafsiran dari pengertian ini adalah adanya hukum universal yang

memberitahukan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya serta

memberikan perlindungan hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, antara lain kepastian hukum dapat dijadikan

pedoman.;

A. Tersedianya suatu aturan yang jelas, mudah untuk diperoleh, diterbitkan;

B.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan wajib menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai dan perilaku
masyarakat;

Hakim yang diberi amanat untuk memutus perkara di pengadilan wajib menjaga
objektivitas dan tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.;

Keputusan dari peradilan harus dilaksanakan secara konkret.®

Pengertian ini pada hakikatnya dipahami sebagai suatu keadaan ketika hukum

bersifat pasti karena adanya kekuatan konkret yang menjunjungnya. Asas kepastian

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 16.

8 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm.270.
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hukum berfungsi untuk melindungi mereka yang mencari keadilan (dapat
dijustifikasi) dari perilaku yang tidak menentu. Ini berarti bahwa dalam beberapa
keadaan, seseorang dapat memperoleh hak atau hasil yang diharapkan. Lebih jauh,
pendekatan ini menjamin bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga
memberikan jaminan yang sejati bahwa keadilan dapat ditegakkan, sehingga
masyarakat merasa aman dan percaya pada sistem hukum.

Penegasan ini konsisten dengan teori Van Apeldoorn yang menyatakan
bahwa kepastian hukum terdiri dari dua komponen: jaminan keamanan hukum dan
ketentuan hukum dalam keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum
memulai tindakan hukum, pencari keadilan ingin mengetahui hukum apa yang
berlaku dalam situasi tertentu dan memperoleh perlindungan hukum yang jelas.’

Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kepastian hukum
berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa
dirugikan. Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat diterapkan langsung terhadap
para pihak yang menggunakan Sertifikat Elektronik dan memastikan bahwa

ada konsekuensi hukum yang jelas, serta memberikan rasa keadilan bagi pihak yang
dirugikan oleh tindakan atau kelalaian daripara pemangku jabatan yang
mengeluarkan sertifikat elektronik tersebut maupun para pihak lainya yang
menerbitkan sertifikat elektronik ini secara illegal. Selain itu, hal ini mendorong

kepatuhan terhadap peraturan relevan oleh mereka yang terlibat dalam penerbitan

® Mario Julyan, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui
Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido, (Juli 2019),
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido, 9 September 2024
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Sertifikat Elektronik, yang meningkatkan akuntabilitas profesional.

2. TeoriPerlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran penting
untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang kerap kali saling
bertentangan. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu meredam konflik
kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukum sebagai sekumpulan
aturan atau adat istiadat yang secara resmi diterima dan disetujui oleh golongan
penguasa atau pemerintah. Aturan, standar, atau pedoman interaksi sosial yang
berkaitan dengan kejadian alam tertentu, keputusan atau pertimbangan pengadilan,
atau putusan adalah beberapa contoh hukum.

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, aliran hukum kodrat
atau paham hukum alam merupakan tempat pertama kali munculnya teori
perlindungan hukum ini. Plato, muridnya Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran
Stoik) merupakan cikal bakal aliran ini. Aliran hukum
kodrat berpandangan bahwa moralitas dan hukum merupakan dua hal yang tidak
dapat dipisahkan dan bahwa Tuhan yang kekal dan universal merupakan sumber
hukum. Penganut aliran ini meyakini bahwa moralitas dan hukum merupakan
cermin kehidupan manusia yang mencerminkan dan menegakkan norma-norma

baik secara lahir maupun batin. '

10 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, him 53.



13

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum sebagai
berikut:

1.  Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk
melindungi kepentingan individu dengan memberikan kebebasan kepada
orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

2. Agar tercipta ketertiban, ketenteraman, dan martabat manusia, Setiono
mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau usaha untuk
melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan
aturan hukum.

3. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk menjaga
keselamatan masyarakat dengan menyeimbangkan hubungan asas atau
hukum yang diwujudkan dalam perilaku dan sikap serta menciptakan
ketertiban dalam hubungan antarpribadi.

4. Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan selalu terkait dengan kekuasaan.
Kekuasaan ada dua bentuk, yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berkaitan dengan masalah
perlindungan hukum yang diperintah dari pemerintah yang berkuasa.
Persoalan perlindungan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan ekonomi
adalah pembelaan pihak yang lemah (ekonomi) terhadap pihak yang kuat
(ekonomi), seperti pembelaan karyawan terhadap majikannya.'!

Setiap orang berhak atas pengakuan hukum dan perlindungan yang sama di mata

"' Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,
hlm5-6
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hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945. Untuk memperoleh perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan
setiap tindak pidana atau tindakan yang merugikan kepada kepolisian. Perlindungan
terhadap warga negara merupakan tanggung jawab dan kewenangan kepolisian.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1. Legalitas dan Kepastian Hukum

Sertifikat tanah elektronik harus dapat diberlakukan dengan kekuatan hukum yang
sama dengan sertifikat tanah fisik. Untuk mengendalikannya, pemerintah
memastikan bahwa sertifikat elektronik sah. Peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, memastikan bahwa sertifikat elektronik
memiliki nilai hukum yang sama dan memberikan kepastian hukum kepada
pemegang hak.

2. Keamanan Data dan Privasi
Dalam sistem sertifikat elektronik, aspek keamanan data sangat penting. Protokol

keamanan digital seperti enkripsi dan penggunaan tanda tangan elektronik yang

terverifikasi memastikan bahwa informasi dalam sertifikat elektronik terlindungi
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dari manipulasi, peretasan, atau penyalahgunaan data pribadi pemilik tanah.

. Akuntabilitas dan Transparansi

Penggunaan sertifikat elektronik memberikan transparansi lebih tinggi dalam
proses pendaftaran tanah dan peralihannya. Sistem elektronik memungkinkan
audit yang lebih mudah dan efisien untuk melacak transaksi serta mengidentifikasi
potensi penyimpangan. Hal ini memberikan perlindungan lebih baik bagi pemilik
tanah dari upaya

penipuan atau transaksi ilegal.

. Penyelesaian Sengketa

Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa apabila
terjadi masalah dalam penggunaan sertifikat elektronik. Pemegang sertifikat dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila haknya dilanggar. Selain itu, adanya
lembaga mediasi atau arbitrase mempermudah penyelesaian sengketa secara non-
litigasi.

. Pengakuan Hak Digital

Dengan adanya sertifikat elektronik, hak kepemilikan tanah diakui secara digital,
yang artinya pemegang hak dapat lebih mudah dalam mengakses, membuktikan,
dan mentransfer hak mereka secara online. Perlindungan hukum terhadap
pengakuan hak ini menjadi fundamental agar pihak lain tidak dapat meragukan

atau mengklaim kepemilikan tanpa dasar.

. Perlindungan dari Penyalahgunaan Teknologi

Undang-undang juga perlu mengatur sanksi hukum terhadap penyalahgunaan
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teknologi, seperti pemalsuan sertifikat elektronik atau penggunaan teknologi untuk
memalsukan identitas pemilik tanah. Perlindungan hukum terhadap kejahatan
cyber yang berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik sangat penting untuk
menjaga integritas sistem.

7. Sosialisasi dan Edukasi

Pentingnya sosialisasi kepada amsyarakat mengenai penggunaan sertifikat
elektronik dan hak-hak hukum mereka juga merupakan bagian dari perlindungan
hukum. Hal ini membantu mengurangi potensi penyalahgunaan atau kebingungan
terkait prosedur baru. Gagasan perlindungan hukum untuk sertifkat tanah elektronik
menggabungkan komponen-komponen ini untuk memberikan keyakinan kepada
pemilik tanah bahwa hak-hak mereka dilindungi dan diakui dalam sistem
pertanahan berbasis digital.

3. Teori Perbandingan Hukum

perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan dan metodologi untuk
mempelajari dan membandingkan sistem hukum yang berbeda guna memahami
persamaan  dan  perbedaannya,  sebab-sebabnya, serta  dasar-dasar
kemasyarakatannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman
hukum, memfasilitasi legislasi dan perbaikan hukum, serta mendukung tujuan
praktis seperti unifikasi, harmonisasi, dan pembaharuan hukum nasional.

Perbandingan hukum mempunyai empunyai sejarahnya sendiri yang mana
dalam sejarahnya Sudah dikenal sejak zaman:

a) Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum.

Dalam karyanya Politeia (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk
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Negara

b) Aristoteles (384-322 SM) dalam Politiknya memperbandingkan peraturan-
peraturan dari berbagai negara.

c¢) Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan
dengan jual beli di pelbagai negara.

d) Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), suatu karya yang
penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Pelateuch)
dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi (Rene de Groot,
1988:24).

e) Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis
dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.

f) Montesquie (1687-1755) dalam L'esprit delois (1748) memperbandingkan
oganisasi negara dari Inggris dan Perancis.

g) Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum
seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum.

Jadi sudah sejak lama kegiatan perbandingkan hukum dikenall serta dapatlah
ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perbandingkan hukum diwaktu yang lampau
hanya terbatas pada hukum public saja, sehingga Perbandingan hukum perdata di
waku yang lampau jarang dilakukan.

Menurut Sunaryati Hartono perbandingan hukum adalah suatu metode
penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi
anggapan sementara orang.” Namun demikian pada bagian lain tulisannya ia

menjelaskan bahwa perbandingan hukum itu memang terutama suatu metode
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penelitian, yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk
pengembangan ilmu hukum secara teoretis. Akan tetapi sebagaimana juga lain-lain
metode penelitian, perbandingan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara dan
landasan-landasan pemikiran yang tertentu, sehingga akhirnya memang timbul
suatu disiplin hukum yang mandiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika kita sudah
lama menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu dibidang hukum antar
golongan. Tetapi kini perbandingan hukum tidak hanya dipakai dalam bidang-
bidang ilmu hukum yang menyangkut lebih dari satusistim hukum seperti hukum

perdata internasional dan hukum antar golongan.'?

F. Metode Penelitian
Dalam Penelitian ini, pengumpulan data dilakukan berdasarkan sistematika
dan kerangka pemikiran yang relevan dengan masalah yang di bahas. Tujuan
metode peneltian ini adalah untuk membantu penulis dalam menganalisis
peraturan hukum tertentu yang terkait dengan topik.
1. Jenis Penelitian
Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum
normatif. Metode ini berfokus pada kajian norma hukum yang ditemukan
dalam literatur hukum terkait serta peraturan perundang-undangan. Skripsi ini
disusun dengan menggunakan prosedur hukum normatif yang didasarkan
pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber

kepustakaan.

12 Dr. H. MD Shodiq, S.H.,M.H., Perbandingan Sistem Hukum, PT Mafy Media Literasi
Indonesia, Solok, 2023, hlm. 23.
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dalam literatur hukum terkait serta peraturan perundang-undangan. Skripsi ini
disusun dengan menggunakan prosedur hukum normatif yang didasarkan
pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber
kepustakaan.

dalam literatur hukum terkait serta peraturan perundang-undangan. Skripsi ini
disusun dengan menggunakan prosedur hukum normatif yang didasarkan
pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber

kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode
pendekatan campuran dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif,
yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan mencari
peraturan-peraturan yang berlaku, dengan pendekatan empiris untuk melihat
bagaimana aturan tersebut di imlplementasikan di lapangan. Dan selanjutnya di
kombinasikan juga dengan pendekatan teknologi untuk mengukur keamanan
sistem elektronik tanah. Didalam penelitian ini peneliti juga menggunakan

beberapa pendekatan lainya juga antara lain:

a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  digunakan  untuk
menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Peneliti dapat menentukan
bahwa ada konflik antara undang-undang dan topik yang sedang dibahas

dengan menggunakan teknik undang-undang ini untuk menilai penerapan
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berbagai sudut pandang dan undang-undang.'3

b. Pendekatan Konseptual Pendapat konseptual, atau pendapat para
profesional hukum, dapat menawarkan sudut pandang atau pendapat
dalam bidang ilmu hukum. Dengan memahami sudut pandang lain,
peneliti dapat membuat argumen hukum untuk memecahkan masalah.
Menurut Irwansyah, kerangka konseptual adalah kerangka teoritis yang
berasal dari tinjauan pustaka tentang konsep, aturan dan regulasi, pendapat
ahli, dokumen, dan temuan studi sebelumnya.!'*

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan
metode penelitian studi kepustakaan, yang artinya penulis akan melakukan
penelitian dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan mengkaji literatur
hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang
digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang dimaksud diperoleh dari studi
kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat
mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005,
hlm.133.

14 Irwansyah, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 28.
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah
perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum.
2. Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.
5 Tahun 1960 :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat.

3. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

4. Sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor

1 Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelasan bagi bahan
hukum primer. Sumber ini diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup
buku-buku, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, serta
literatur lain yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana dan

keterlibatan pelaku dalam tindak pidana korupsi.'>

15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 24.
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¢. Bahan Hukum Tersier
Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum tersier, yang terdiri dari
kajian dan literatur pendukung bagi bahan hukum sekunder. Contohnya
termasuk kamus hukum Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

sumber relevan lainnya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah
melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah proses
pengumpulan informasi dari terbitan berkala, buku, surat resmi, serta
peraturan perundang-undangan. Sumber informasi tambahan meliputi
Peraturan Sertifikat Elektronik Nomor 1 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Studi ini menjelaskan undang-undang dan peraturan yang relevan dan
bagaimana undang-undang dan peraturan tersebut berhubungan dengan teori
hukum yang mendasari masalah tersebut. Data hukum yang diperoleh dari
sumber hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian akan digunakan untuk

mengembangkan kesimpulan.
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6. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menyoroti bagaimana temuan penelitian
secara tegas menjawab rumusan masalah utama. Penalaran deduktif, yang
melibatkan pengambilan informasi umum dan menggunakannya untuk
memperoleh kesimpulan khusus, adalah cara untuk mencapai kesimpulan

tersebut
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